SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG
BADAN PENGELOLA GEOPARK NASIONAL NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas
kinerja Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna
dalam mempersiapkan diri menuju Unesco Global
Geopark (UGGp), maka diperlukan perubahan dan
penyempurnaan Badan Pengelola Geopark Nasional
Natuna;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola
Geopark Nasional Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022



tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6713;



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 40);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi
Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 543);

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor: KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman
Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:
P22 /Menhut-1I/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan
Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 543);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2
Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);
Peraturan Daerah  Kabupaten Natuna Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan
Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG
BADAN PENGELOLA GEOPARK NASIONAL NATUNA.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022
Nomor 130) tentang Badan Pengelola Geopark Nasional
Natuna diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3
Susunan Organisasi Badan Pengelola Geopark Nasional
Natuna  sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua,
Sekretaris, Bendahara, dan Divisi-divisi yang diatur
sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi sebagai
berikut:

Pasal 6
1. Sekretariat Badan Pengelola Geopark Nasional
Natuna berkedudukan di Natuna.
2. Sekretariat Badan Pengelola sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 April 2024

BUPATI NATUNA,
ttd.
WAN SISWANDI
Diundangkan di Ranai
pada tanggal 24 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd.

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 339



